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“Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu mau kejar,
biarkan ia menggantung, mengambang 5 centimeter di depan kening kamu.
Jadi dia nggak akan pernah lepas dari mata kamu.
Dan kamu bawa mimpi dan keyakinan kamu itu setiap hari, kamu lihat setiap hari,
dan percaya bahwa kamu bisa”.
(Donny Dhirgantoro, 5 cm)
“Anak muda yang mengejar cinta, studi dan karirnya hancur. Anak muda yang
mengejar ilmu dan keahlian profesi, cintanya berkelas”.
(Mario Teguh)
“Anda boleh bermimpi tetapi jangan jadi pemimpi yang hanya mampu
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PATRILINEAL DI BANJAR PAKETAN, KELURAHAN PAKET AGUNG,
SINGARAJA, BALI PASCA KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA
PAKRAMAN (MUDP) BALI NO.01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010.
PROGRAM KENOTARITAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Keputusan
Majelis Utama Desa Pakraman Bali NO.01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010
merupakan perubahan Hukum Waris Adat Bali yang sebelumnya diatur dalam
awig-awig dan untuk mengetahui dan menganalisa pembagian harta warisan bagi
anak perempuan pada kekerabatan patrilineal di Banjar Paketan, Kelurahan Paket
Agung, Singaraja, Bali Pasca Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali
NO.01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh
melalui wawancara, ditentukan secara purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Secara Konseptual/Teoritis
Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali memiliki kekuatan
mengikat, sebab: Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali merupakan
Lembaga Resmi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2001 jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa
Pakraman, dan adanya yurisprudensi dari Pengadilan Tinggi Bali yang intinya
hal-hal yang mengenai adat diselesaikan oleh lembaga adat seperti Majelis Utama
Desa Pakraman (MUDP), sebelumnya Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP)
belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Bali khususnya di Banjar
Paketan. (2) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) anak perempuan
yang sudah menikah dan belum menikah mendapatkan warisan, akan tetapi di
dalam prakteknya di masyarakat Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung,
Singaraja Perempuan yang kawin keluar (ninggal kedaton) tidak memperoleh
waris dari keluarganya karena perempuan yang sudah kawin keluar (ninggal
kedaton) maka sudah memutuskan hubungan kekeluargaannya dan masuk dalam
keluarga suaminya kemudian menjadi tanggung jawab dari suaminya.
Saran (1) Kepada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) disarankan agar
lebih mensosialisasikan hasil keputusan, sehingga masyarakat dapat menerima
dan melaksanakan hasil keputusan Majelis Utama Desa Pakraman. (2) Kepada
Masyarakat adat Bali khususnya di Banjar Paketan disarankan agar menerima
Keputusan baru yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman, yang
bertujuan agar memperhitungkan kedudukan perempuan. Perlu adanya kesadaran
terhadap sistem pewarisan sehingga tidak ada diskriminasi dalam hukum waris
adat Bali terhadap perempuan.
Kata Kunci: Hukum Waris, Patrilineal, Hukum Adat.
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ABSTRACT
MANGILIWATI WINARDI. S351502042. THE DIVISION OF LEGAL
PROPERTY FOR WOMEN IN PATRILINEAL POVERTY IN BANJAR
PAKETAN, PAKET AGUNG, SINGARAJA, BALI POST DECISION OF
MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) BALI NO.01/KEP/PSM-3/
MDPBALI/X/2010. PROGRAM NOTARY LAW FACULTY UNIVERSITY OF
SEBELAS MARET.
Research aims to understand and analyzes decision of Majelis Utama
Desa Pakraman (MUDP) Bali NO.01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010 is a change
of Bali Customary Legal Law previously arranged in awig-awig and To know and
analyze the distribution of inheritance for girls on Patrilineal in Banjar Paketan,
Paket Agung, Singaraja, Bali Post-Decision of Majelis Utama Desa Pakraman
(MUDP) Bali NO.01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010.
The type of research used is empirical juridical. Data is collected through
interviews, were selected Purposive sampling data.
The results of the research show that: (1) Conceptually / Theoretically, the
decision of Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali has binding force
because: Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali is an Authorized
Institution based on Bali Province Regulation No. 3 Year 2001 jo. Bali Provincial
Regulation No. 3/2003 on Amendment to Provincial Regulation No. 3/2001 on
Pakraman Village, and the existence of jurisprudence from the Bali High Court
which in essence matters concerning adat are resolved by customary institutions
such as Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Formerly Majelis Utama Desa
Pakraman (MUDP) Bali has not been fully determined by people bali especially
in banjar paketan. (2) Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) women who is
married and unmarried get inheritance, but in the practice in the community
banjar paketan, paket agung, singaraja Women who marry out (ninggal kedaton)
do not get inheritance from their families because women who have married out
(ninggal kedaton) then have severed the family ties and entered into the family of
her husband then the responsibility of her husband.
Advice (1) Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali suggested to
socialize on the decision made, so people can receive and implement on the
decision made Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali. (2) to the
community bali in banjar paketan suggested to receive a new decision Majelis
Utama Desa Pakraman (MUDP), which aims to account for women. Need an
awareness hereditary against the system that no discrimination in law heir the
bali against women.
Keywords: Inheritance Law, Patrilineal, Customary Law.
